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MK Uji UU Perimbangan Keuangan 
 
Jakarta, 25 Oktober 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar pengujian UU No.33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada 

Kamis (25/10) pukul 10.00 WIB dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Perkara yang 

teregistrasi dengan nomor perkara 89/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Warga di sekitar Wilayah 

Kerja Panas Bumi (WKP) Kabupaten Bandung dengan norma yang diuji, yaitu 

 

Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 33/2004: 
“Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: 

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;” 

 

Pemohon menjelaskan dalam permohonannya, sebagai daerah penghasil panas bumi terbesar 

di Indonesia, Kabupaten Bandung seharusnya bisa lebih sejahtera. Tetapi menurut para 

Pemohon, dengan diberlakukannya Pasal a quo Kabupaten Bandung menjadi kehilangan 16 % 

(Persen) dari hasil kekayaan mereka. Para Pemohon mendasarkan Permohonan dari hasil 

kajian yang diterbitkan oleh BI Perwakilan Jawa Barat, realisasi kemampuan belanja APBD 

Provinsi Jawa Barat berjumlah hampir tujuh kali lipat dari kemampuan belanja APBD Kabupaten 

Bandung.  

Para Pemohon juga menyoroti kekayaan alam Kabupaten Bandung yang tinggi sebagai 

penyumbang 53,8% Keuntungan PGE (Pertamina Geothermal Energy), tetapi masyarakat 

Kabupaten bandung justru membayar pajak lebih tinggi dari masyarakat di jakarta. Berdasarkan 

argumentasi Pemohon dalam Permohonannya, Para Pemohon meminta frasa “untuk provinsi 

yang bersangkutan” dlam pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak 

dimaknai “untuk kabupaten/kota penghasil”.(MHM) 
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